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KONFLIK INTERNAL PARTAIL
SEBAGAISALATI SATU PENYEEAB
KOMPLEKSITAS SISTEM MULTIPARTAI

DIINDONESIA |

Oleh: Chudry Sitompul, S.H.M.H.

A. ‘Latar Belakang Permasalahan

Kajian mengenai partai politik (parpol) merupakan salah aspek penting
di dalam ilmu hukum tatanegara. Bila kita berbicara mengenai parpol, berarti
kita akan membicarakan mengenai partisipasi rakyat dalam dua hal, yaitu
pertama: partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara; kedua:
partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan.!
Oleh karena itn, kajian mengenai parpol akan terkait dengan studi mengenai
pemilihan umum (pemilu) dan konsep negara hukum.

Prof. Abdul Bari Azed berpandangan bahwa konsep negara hukum
merupakan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi,
dan HAM yang paling penting adalah keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam
membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan mengatur
_ kehidupannya.” Dan partisipasi rakyat untuk menyalurkan kepentingannya
dengan ikut serta mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan, dan dalam
bentuk yang sederhana adalah dengan mengikuti pemilu, atau ikut menjadi
anggota parpol mendirikan parpol, atau mengakomodasi kepentingannya dalam
kehidupan bemegara.

Kendah menurut teort ibmu hukum tata negara parpol merupakan suatu
kajian yang penting, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Asli tidak menyebut (mengatur) secara eksplisit dan jelas mengenai parpol. Di
dalam Penjelasan UUD 1945 (Ash) menyatakan bahwa negara Republik
Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan (machtstaat).
Dengan demikian pentingnya peranan partai politik di dalam paradigma UUD

i Abdul Bari Azed, dan Makmur Amir; “Pemils dan Partai Politik di Indonesia™; Pusat Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Uaiversitas Indonesia, Jakarta, tahun 2005, him. 20.
* Ibid, him, 62,
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1945 (Ash) hanya dapat dlsunpuikan dan analisa teomteon hukum tata negara
o mengenai hubunﬂannyaantaranegarahtﬂqum kedaulatan rakyat demokraﬁ '

'danhakasas;manusm(HAM) T e
' 0 Lainhal dengan UUD 1945 yan g sudah dlrubah (Amandemen Kedua) o
: :yang menyebut secara eksphsltmengenm parpol Di dalam Pasal 6AUUD

- 1945 (Amandemen Kedua) yang menyatakan pasangan calon Preszden dan -

- Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabunﬁan pa:fpol peserta pemlhhem': o
o -'umum sebelum pelaksanaan pemﬂman umum Ay

o : Malaknya berdlrmya partaz—partal baru sete}ah berhentznya Presmien_
Soeharto pada i&nggal 21 Mei 1998 adaiah ‘Dersamaan dengan adanya _
perubahan polztlkyangbesal pada saat 1tu o

- Gerakan mahamswa Indonesm pada tahun 1 998 (Gerakan 1998) akan
chtuhs tmta emas di dalam sej arah Repubhk Indonesia. Sekurang—km angnya
ada dua keberhasilan yang sangat fundamental darl Gerakan 1998, yaitu:
pertama, berhasxl memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama
32 tahun untuk berhenti, hingga pemerintaban otoriter Orde Baru menjadi; dan
kedua mendorong Iahl,mya Gelakan Reformasi di segala bidang’ '

Pengangkatan Prof. B.J. Habibie sebagai Presiden R.JI merupakan
tonggak awal periode reformasi.* Prof. B.J. Habibie melakukan reformasi di
segala bidang, memuhhkan kehidupan di bidang sosial- ekonomi, dan
meningkatkan demokrasi.® Di dalam era Presiden Prof. B. J. Hablbze kehidupan
bernegara menjadi demokratis, termasuk di dalamnya mengenai wacana
pendirian partai politik (parpoi) yang baru. Sti Bintang Pamungkas mempelopori
mendirikan parpol yang baru, di luar tiga parpol yang diakui pada saat itu, yaitu
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan
Golongan Karya (Golkar). Kemudian baru lahir parpol-parpol yang lain sehingsa
berjumiah 48 parpol, yang pada akhimya parpol-parpol tersebut mengikuti
pemilihan umuim yang pertama di era reformasi pada tanggal 7 Juni 1999.

Lelitz Yunia; “Sosialisasi Politik Mazhasiswa : Partisipasi Potitik Forum Kota (Forkot) dalam Gerakan
1998"; Tesis, Universitas Indonesia, Fakultas [Imu Sosial dan lmu Politik, Program Pascasarjana,
Depol\ tahun 2602; hlm. 46-47.

* Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat sumpah Wakil Presiden Prof. B.J. Habibie
untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada wnggal 21 Mei 1998 setelah Soeharto menyatakan
berhenti sebagai Presiden Republik Indoresia,

# Ramly Hutabarat; “Politik Hukum Pemerintzhan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indenesia
{1971-1997)7; bnwers:ias Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Jakarta, 2004; him. 197.
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Semen3a1< itu, pelan parpol di dalam kehidupan bernegara. semakm
' -menonj jol. Keblj akan«-kebijakan negara balk pembuatan undang—undang di

. Dewan. Perwakilan Perwakilan maupun oleh Presiden dalam mengeluarkan
' _peraulran peiaksanaan mldangmundang, banyakn mendeng gar masukan dan parpol

‘Begitupun juga dalam 1nelaksanakan  pemilihan umum (pemilu) yang pertama
- diera refonnam pada tanggal 7 Jum 1999 peranan partai politik sangat sentxai
o dan st ategls Pelaksana pemilu tahun 1999 tersebut adalah Komisi Pemlhhan

. Umum (KPU) yang beranogotakan dan seluruh unsur—unsur pznpol yang 1kut
i dalam Pemﬂu 1999. Selain pelaksana Pemﬂu 1999, KPU Jjugayang membuat
regu}am Pemilu 1999 penetnpan anggota Dewan Perwakllan Rakyat (DPR)
periode tahun 1999-2004, Utusan Golongan dan Utusan Daerah untukAnggota
Maj elis Permusyawaratan Rakyat pemode tahun 1999- 2004.

- Demlklanpun Jugadalam pelaksanaan roda pemenntahan baik di tingkat
pusat maupun di daerah, peranan parp_(_)l sangat signifikan, terutama di dalam
penyampaian aspirasi dan kontrol sosial. Hal tersebut terlihat di dalam Proses
perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), banyak
aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui parpol, terutama mengenai
pembatasan masa jabatan presiden, penjaminan hak azasi manusia (HAM),
pemilihan presiden secara langsung.

Peran parpol di dalam menyerap aspirasi masyarakat juga nampak dari
hasil Pemilu 2004. Hasil perolehan suara di dalam Pemilu 2004 memperlihatkan
terjadi perubahan, diantaranya yang menonjol yaitu :

Nama Partai Pemilu 199% Pemilu 2954_
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 35.680.173 21.026.629
Partai Keadilan/Partai Keadilan Sejahtera 1.436.565 8.325.020
Partai Demokrat Tidak ilkut 8455225

Sumber : Komisi Pemilthan Umum

Dari tabel di atas menunjukan adanya peran parpol di dalam menyerap
aspirasi masyarakat. Sebelum Pemilu 2004 dilaksanakan, banyak masyarakat
(terutama mahasiswa dan permuda) yang tidak puas terhadap Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mempunyai kursi terbanyak di DPR tidak
dapat memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) secara tuntas,
sehingga perolehan suara PDIP di dalam Pemilu 2004 menjadi menurun.
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Sedang Partal Keadﬂan atau Partal Keadﬂan Se}ahtera (nama pada .
Pemﬂu 1999, yang kemudlan pada Pemﬂu 20()4 bcrganti nama mery jadi Partai

_ Keadﬂan Sej ahtel a) mendap'lt penambahan suarayang besar (sek;.tar 7 ]uta

R suara) dlsebabkan kalangan mahasiswa dan pemuda menamh harapan agar.' L

: partai ml sanggup membel antas KKN secara tun’sas

Sedang Parta} Demokrat yang merupakan pa:rpol yang bam lkut Pemﬁu -

'_ '_ '2004 mendapat suara. yancr meiebﬂn Partai Keadilan Sejahiera dlsebabkm'i_" -
ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono yang ada dibelakang Partai Demokrat'_ o

b dﬂlarapkan masyai rakat luas untul dapat menge}oia negara yang Iebzh baik. -

Bei samaan deng gan semakm berperaimya paxpol dalam kehldupan negara
yano demokraﬁs timbul konfhk Lonflik di dalam tubuh parpol Salah satukonflik
parpol yang ‘menarik perhahan masyal akat adaiah pex sehs}han ch daiam iubuh
Partai Kebangkitan Bangsa.

*‘Mahkamah Agung Repubhk Indonesia (MARI) pada hari Rabu tanggal
16 November 2005 telah memutus perkara sengketa partai politik (parpol)
antara Alwi Shihab melawan Muhaimin Iskandar di tin gkat Kasasi.® Majelis
Hakim Kasasi MA RI menilai pemecatan Alwi Shihab dard keanggotaan Partai
Kebanokitan Bangsa (PKB) cacat hukum, karena melanggarAnggalan Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. Harifin A, Tumpa (salah satu
Anggota Majelis Hakim Kasasi) mengatakan kepada Harian Kompas bahwa
putusan tersebut diambil melalui mufakat bulat dan Majelis Hakim tidak
mengabulkan seluruh gugatan, melainkan hanya sebagian. Lebih jauh
menjelaskan bahwa menurut AD/ART PKB, pemilihan Ketita Umnum Dewan
Tanfidz dilakukan melalui muktamar yang diselenggarakan lima tahun sekali.
Ketua Dewan Tanfidz bertanggungjawab kepada Muktamar. Cacat hukum
yang dimaksud adalah pemecatan Alwi tidak difakukan melalui muktamar,
Menurut Harifin A. Tumpa putusan MA RI tersebut tidak membawa
konsekwensi apapun, karena pengurus baru sekarang sudah ada. Selanjutnya
Harifin A. Tumpa berharap putusan MA RI tersebut membuat para pihak
berdamai.

Putusan MA RI tersebut bukan saja merupakan perkembangan baru
semenjak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang

¢ Harian Kompas, Sabtu 19 November 2005, him. 2.
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dumdangkan pada tanggal 27 Desember 2002, tetapi juga merupakan perisiiwa
yang pertama kali terjadi di era reformasi yang kehidupan politiknya demokratis
dan liberal. Konflik kepartaian seperti yang dialami oleh PKB tersebut;juga
dialami oleh parpol-parpol besar lainnya seperti Partai Demokrasi Indonesia
L_P_ei‘j uangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Demokrat (PD).
Nalﬁun perselisthan kepartaian yang pada akhir berujung berpekara di
: pengachian yang dialami PDIP, PBR, dan PDR belum sampai dengan tmgkat
kasasi. Bahkan PBR sudah berdamal dan gugatannya sudah dicabut. Sementara
i persehsman kepartalan yang pada akhir berujung berpekara di pengadllan
yang dialami PKB bukan hanya gugatan dari Alwi Shihab itu saja. Pada tahun
2002 PKB mengal'ami Dualisme Kepemimpinan antara PKB Batutulis yang
d1p1mpm Matori Abd. Djalil dan PKB Kuningan yang dipimpin Alwi Shzhab
vang pada akhimya berpekara sampai di pengadilan.

Sesungguhnya perselisihan internal parpol bukan hanya berujung d1
pengadliaﬂ tapt ada juga perselisihan internal parpol hingga mengakibatkan
parpol bersangkutan pecah, antara lain seperti Haryanto Taslam yang merupakan
tokoh pendiri PDIP pada akhimya mendirikan Partai Nasional Banteng
Kemerdekaan (PNBK). Atau perselisihan internal parpol hingga menyebabkan
tokoh-tokoh pendiri partai meninggalkan parpol yang dibentuknya semula, antara
lain Faisal Basri meninggalkan Partai Amanat Nasional (PAN).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang pokok permasalahan di
dalam tulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya konflik internal parpol di
awal-awal era reformasi ?

2. Apaakibat-akibat yang timbul dari adanya konflik internal parpol di awal-
awal era reformasi ?

C. Kerangka Teori

1. Partai politik menurut Roy C. Macridis: ’
parpol adalah suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan

7 Roy €. Macridis; “Teori-Teorl Mutakhir Partai Politik™ {Editor : Ichlasul Amal); Penerbit
PT. Tiara Wacana Yogya, tahun 1996, him. {7.
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ot _g--_.mewalqhkepentmganteftenm,membeﬂkan_;aialﬂqompromz baozpendapats _ .

S :_:pendapat yang bersaing, dan menmumnculkan kepemm1p1na11 poh tik. .
2. .:.PartmpohtﬂszmenuthmamBuchaldjo3 e S e e

adalah suatu kelompok yang. terorganisir. yang ang gota-anggotanya
mempunya}. orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuankelompok

~iniialahuntuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

o (biasanya) dengan cara. konstztusxoml —-untuk melaksanakan_ o

- kebij saksanaan—l«:ebgaksanaml mereka,-

: -'i:adaiah sekelompok manusia yang terorgamsnr secara stabﬂ dengan ttguan B

. Imer Pbut atau memperfahankan penguasan terhadap pememntahan bagi
__plmpman partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada
. _'anggota partainya kemanfaatan yang belslfat idiil ‘maupun ma’seml
4. Partai politik menurut Soltau :°
. adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorgamsn yang
" bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang - denganmemanfaatkan
i kekuasaannya untuk memilih — bertujuan menguasai pemer intahan dan
* melaksanakan kebijakanaan umum mereka.
5. Partai politik menurut Sigmund Neumann ;!
adalah organisasi aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai
kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar
-persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang
mempunyal pandangan yang berbeda.
6. Partai politik memurut Ichlasul Amal ;2
adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik
untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi
tindakan-tindakan pemerintah,
7. Partai politik menurnt Mark N. Hagopian:”
adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan

8 Miriam Budiardjo; “Dasar-Dasar Hmu Politik™; Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarts,

1991, him. 160.
? Tbid him. 161.
10 Tbid hlm. 161.
" Thid hlm. 162.

® Ichlasul Amal (Editor); “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik”; Penerbit - PT. Tiara Wacana Yogya,
tahun 1996, hlm. xv.

B Ibid him. xv.
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i karakter kebua}(sanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip kepentm gan
- 1deolog15 tertentu melalui praktek kekuasaan secara 1angsung atau pal'tlSIpasz
rakyat dalam pemilihan. ) B
8. Menurut Nazuruddin Sjamsuddin, Zuklﬂz Hamid dan Toto Pnba
i Pexpecahan dalam parpol bisa disebabkan t1ga hal; SR
“a, Perbedaan ideologi dari para anggotzmya e
= b Peibedaan pelaksanaan kebljaksanaan
¢, Per samgan kepem}mpmdn daiam partai LT
9. --'MenuratH AntODjawamaku S S N
-4 Ada beberapa macarn konflik intornal dalain tubuh partai politik, yalm
“'a. 'Karena partai tidak memeliki play‘orm yang jelas, sehmgga
o mengaklbatkan tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai.
Ketika terjadi perpecahan yang bersifat kiik, personal atau kelompok,
dengan mudah hal itu memecah belah partai. _
b. F ai{?tt)r kepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu
kuatnya figur pemimpin partai politik belpotensi mematikan kaderisasi
di tubuh partai politik bersangkutan. Figur yang kuat seringkali dianggap
mampu menjadi perekat sementara pada saat bersamaan kader yang
memiliki kualifikasi sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagi calon
pengganti,
¢. Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan
muncul tokoh baru dalam partai politik menunjukan kegagalan partai
politik melakukan reformasi internal, terutama untuk revitalisasi dan
regenerasi terutama karena figur petingginya menjadi simbol institusi.
10. Menurut Nurcholish Madjid : '¢
Sampai saat ini belum ada kedewasaan berpolitik dalam partai politik.
Perpecahan partai politik umumnya disebabkan oleh egoisme politik yang
begitu besar yang merupakan indikasi ketidakdewasaan partai tersebut.
Ketidakdewasaan partai juga ditunjukkan dengan ketidakberanian partai
politik terkait untuk menjadi independen.

¥ Nazuruddin Sjamsuddia, Zukifli Hamid, dan Toto Pribadi; “Sistem Politik Indonesia™; Penerbit :
Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, 1988, kim. 5.6,

¥ H. Ante Djawamaku; “Percehan Partai Politik, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah
Politik Lainnya™ dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Jakarta,
Vol. 34, Ne.2, 2005, him. 126-127.

% Harizn Kompas, 11 Januari 2002,
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H TEORI—-TEORI PARTAi E’GLH‘IK

n A Batasan dan Penoertlan Parﬁal Pﬂhﬁk

Roy C Macrzdzs berpendapat bahwa pariau pohtlk (parpo]) mempakan. _ -
' kehamsan dalam kehldupan politik moderen yang demokl atis, pengecuahannya '
_ hanya pada masyarakat tradlszonal yang sistem pohtlknya otor Itarmn yang

.pemenntahamyabemlmpu pada tentara ataupohsl 17 Sebagai orgamsasz parta1 o

- 'poh‘s]k secara ideal dnnaksudkanunmk mengakuﬂmndanmemobﬂasaa rakyat o

. mewakili kepentm gan tertentiy, mem"benkan j jalan kompronn bagi pendapat yang

- 'saimg belsamg, serta menyedaakan sarana suksesx kepemimpinan politik secara o

absah (leg_zz‘zmaz‘e) dan ‘damai. Menurut Roy C. Macridis, partai politik
terupakan suatu asosiasi yang mengakitifian, memobilisasi rakyat, danmewalkili
kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat
yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik. Oleh karena itu, partai
politik menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik di dalam masyarakat
moderen. Partai politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk
memerintah. Partai politik telah digunakan untuk mempertahankan
pengelompokan yang sudah mapan (seperti gereja) atau untuk menghancurkan
Status quo seperti yang dilakukan Bolsheviks pada tahun 1917 ketika
menumbangkan kekaisaran Z3ar.

Sementara itu Miriam Budiardjo berpendapat bahwa Partai politik
menurut adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya
- mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini
ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik —
(biasanya) dengan cara konstitusionil — untuk melaksanakan kebijsaksanaan-
kebijaksanaan mereka.'®

Partai politik menurut Carl J. Fiederich adalah sekelompok manusia yang
terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan
terhadap pemerintahan bagi pimf)inan partainya dan, berdasarkan penguasaan
ini membetikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun
materiil."

" Roy C. Macridis; Op.cit., hlm. 17.
¥ Miriam Budiardjo; Op.cit., hlm. 160.
¥ Ibid him. 161.
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_ Partai politik menurut Soltau adalah sekelompok warga negara yan g'
- sedikit banyak terorganisir, yang, bertmdak sebagai suatu kesatuan pohnk dan

yang — dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertu_;uan
. menouasai pememltahan dan melaksanakau I{ebg akanaan umum mereka -

Paﬂeu pohﬂk menumt Sln"mund Neuman adaIah 0rgamsas1 aktms—aktms
' pohtxk yang berusaha uatuk menguasm kekuasaan pemenntahem serta mer ebut
_ _dukunﬁan rakyat atas dasal persaingan dengan suatu golongan atau ﬁoiongam
golongan lain yang memptmyax pandangan yangberbeda.” .. Sl
Pal'tal pohtlk menurut Ichlasul Amal adalah suatu kelompok yang
mengag ukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga
dapat mengontrol atav mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Partai politik menurut Mark N. Hagopian adalah suatu organisasi yang
dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam
kerangka prinsip-prinsip kepentingan ideologis tertentu melalui prakiek
kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.? '

- Berdasarkan batasan-batasan mengenai parpol seperti tersebut di atas
maka dapat dikatakan bahwa :

1. Dasarsosiologis dari suatu parpol adalah ideologi. _
2. Kepentingan dari dibentuknya suatu partai politik adalah usaha-usaha untuk
memperoleh kekuasaan.

B. Fungsi Partai Politik

Di dalam negara moderen, menurut Miriam Budiardjo, partai politik
mempunyai beberapa fungsi :*
1. Sebagai sarana komunikasi politik :
parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi

masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang-siuran
pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat moderen yang

* Tbid, him. 161.

* Jbid, hlm. 162.

# Ichiasul Amal (Editor); “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik”; Penerbit : PT. Tiara Wacana Yogya,
tahun 1996, him. xv.

% Ibid hlm. xv.

# Miriam Budiardjo, Op.cit., him. 163,
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begitu luas pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompek akan

E ‘hilang tak berbekas seperti suara di pandang pasu apablla tidak dltampung_

“dan dzgabun g dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang s senada Proses

“ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (interest aggregatzon) :

'Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam

- fbentuk yang teratur. Ploses ini dmamakan pemmusan kepentmgan” :

(inferest am‘zculatzon)

- 2 -Sebagal sarana Sosialisasi Pohnk (InstmmentofPohtzcal Socmlzzzatzon) '_ - |
. Di dalam ilmu pohtlk sosmhsam pohtak dlarnkan sebageu suaty proses dari -

Y seseorang memperoleh 31kap dan orientasi terhadap fenomena pohtlk di
'+ dalam lingkungan masyarakat dimanaa 'berada. Biasanya proses sosialisasi
o ‘ote alan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak s sampai dewasa.
Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah
penerangan, kursus-kursus kader, kursus penataran, dan sebagamya
3. Sebagai sarana Rekrutmen Politik. :
Dalam hal ini parpol berfungsi untuk mencari dan menga_]ak orang yang
berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai
(political recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas
partisipasi politik. Juga disuahakan untuk menarik golongan muda untuk
dididik untuk menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti
pimpinan lama (selection of leadership).
4. Sebagai sarana pengatur konflik.
Di dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat
merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol berusaha
untuk mengatasinya.

Sementara itu Ramlan Surbakti berpendapat bahwa fungsi utama partai
politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan
program-prograrn yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.?

Selain fungsi utama parpol seperti tersebut, menurut Ramlan Surbakti
masih ada fungsi parpol lainnya, yaita :
1. Sosialisasi politik.
2. Rekrutmen politik.

¥ Ramlan Surbakti; “Memahami Tmu Politik™; Penerbit : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,
Jakarta, 1992, him. 116,
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o Partlslpa51 pohnk

- Pemandu Kepentmgan
i '_'Komumkaﬁ Politik.”:

- Pengendalian Konﬂlk
':;-"':.-'Kontrol Pohtlk

oy s

"J ems-J ems Partal Poimk

.{ ©

13 Perbedaan jems__] cnis partai pohnk yang ada d1 be;bagal negara. pada
- dewasa ini pada hakekamya karena perbedaan bas1s sos1oiog1snya Menurut
Ichlasul Amal sekurang«»kurangnya terdapat lima jenis parpol yang dapat
dzkla&ﬁka&kan berdasarkan tingkat komitmen parpol terhadap zdeoiogl dan
kepentingan, yaitu:*® . . - :

1. Partai Proto.
2. Partai Kader.
3. Partai Massa.
4. Partai Diktatorial.
5. Partai Catch-all.

_ Partai Proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat
perkembangan seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat
sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol dari
partai proto adalah pembedaan antara kelompok anggota (ins) dengan non-
anggota (outs). Selebihnya, partai ini belum menunjukan ciri sebagai parpol
dalam pengertian moderen. Karena, partai proto sesungguhnya adalah pariai
yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat,

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai
ini muncul sebelum diterapkannya sistern hak pilih secara luas bagi rakyathingga
sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki
hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana.
Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena
aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat.
Keanggotaan partai kader terutama berasal dari golongan kelas menengah ke
atas. Akibatnya, ideologi yang dianut partai kader adalah konservatisme ekstrem

# Ichlasul Amal, Op.cit., hlm. xv.
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o "Konﬂik Infernal Parfai Sebéﬂai Salah Saru Peayebab Kénipleksitas Sistem Muitipaﬂai 'df-indonesia R

: danpada sebagen orcan1sas1 yang dldasarkan pada dlSiplm

B -ataumaksunal refomnsme moderat Karena 1tu parta1 kadert;dakmemeﬂukan o
'_orgamsasz besar yang dapat memob:lasa& massa. Dengan demlklan dalam
' pengertian ini partai kader lebih nampak sebagai suatu kelompok mformal

_ Partal massa muncul pada saat tezj adx periuasan hak plhh rakyat sehmgga L 3
: dlanggap sebaga1 suatu 1espon pohtis dan oroamsasmnal bagl periuasan hak~

pendukung kelas menengah ke atas, serta memiliki tmgkat orgamsasml dan
Ideologls yang relatif rendah. Sebahknya partai massa dibentuk d1 luar
lingkungan parlemen (ekstra parleementer), beronentam pada basis pendukun o
yang luas, misalnya : buruh, petani, dan kelompok agama, dan memilikiideologi
vang cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi
vang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya. Tujuan utama partai
massa tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemiliban, tetapi juga
memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk
clit yang langsung direkrut dadi massa. YERIWIAN b

Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa.
Istilah Catch-all pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk
memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik partai-partai
politik di Eropa Barat pada massa pasca Perang Dunia Kedua. Catch-all
dapat diartikan sebagai menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak
mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah
memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan
keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Dengan demikian,
aktivitas partai ini erat berkaitan dengan kelompok kepentingan dan kelompok
penekan,

D. Konflik dan Perpecahan Partai Politik

Di dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat dan
persaingan di antara warga masyarakat atau golongan-golongan merupakan
hal yang wajar. Perbedaan pendapat dan persaingan itu sering kali mengakibatkan
kontlik, bahkan mengakibatkan terjadi perpecahan.
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_ -_Konfhk menurut Kamus Besar Bahasa Indones1a adalah

1) Percecokan pertentangan T TR b T .
2).  Kete gangan atau pertentangan antara dua kekuatan atau dua tokoh 7
' Menurut Nazuruddm Sj amsuddm Zuklfh Hamld dan Toto Pnbad;
Pelpecahan daiam parpol bisa disebabkan ixga hal 28 '

1) Per bedaan 1deolog1 dan para anggotanya
' 2) Pel bedaan pelaksanaan kebljaksanaan ' _
o 3) Pelsamgan kepemunpman dalam partal TR

Yy Sedan ghan menurut H. Anto D_; awamaku Ada beberapa macam kon:fhk
mtemal dalam i“ubuh parpol, yaitu ¥

1. . Karepa partai tidak memeliki platform yang jelas, sehingga mengaklbatkan

-tidak adanya ikatan ideologis di antara anggota partai. Ketika terjadi

perpecahan yang bersifat klik, personal atau kelompok, dengan mudah
‘hal itu memecah belah partai. - '

2. Faktorkepemimpinan tunggal dan manajemen yang buruk. Terlalu kuatnya
{igur pemimpin parpol berpotensi mematikan kaderisasi di tubuh partai
politik bersangkutan, Figur yang kuat seringkali dianggap mampun menjadi
perekat sementara pada saat bersamaan kader yang memiliki kualifikasi
sepadan tidak pernah dipersiapkan sebagi calon pengganti.

3. Dipandang dari proses regenerasi yang harus dilakukan, kegagalan muncul
tokoh baru dalam parpol menunjukan kegagalan parpol melakukan
reformast internal, terutama untuk revitaslisasi dan regenerasi terutama
karena figur petingginya menjadi simbol institusi.

Ili. KONFLIK PARTAI POLITIK DI INDONESIA
A. Berdirinya Partai Politik di Indonesia.

Dari teori-teori ilmu poltik scbagaimana yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dikatakan partai politik adalah merupakan alat yang pernah didesain

7 Kamus Bessr Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet. Ketiga, tahua 1990, him. 455.
*# Nazuruddin Sjamsuddin, Zokifli Hamid, dan Toto Pribadi; “Sistem Politik Indonesia™; Penerbit ;
Karmika Jakarta, Universitag Terbuka, 1988, him. 5.6.

¥ H. Anto Djawamaku; “Percehan Partai Politik, Pemberantesan Korupsi dan Berbagai Masalah
Politik Lainnya”; dalam Jurnal Analisis CSIS : Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal, Jakarta,
Vol. 34, No.2, 2005, him. 126-127.
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_ oiehmanusm danpaimg ampim unnd{mencapai ‘mjuan»mjuan poht:knya Karena_ |
- demﬂganpenﬁn@yakeberadaanpaﬁai politik, sampai munw]nyapameo dalam =
- masyarakatbahwa pohtzsl modem tanpa partaa poimk sama saja dengan 1kan G

' yang ber ada dl lnar air”,

_ Partal pohtzk sebagal institusi mempunyai hubungan yang sangat er at . :_ g
_ denganmasymakat dalam mengendalﬁ{an kekuasaan Hubungan ini banyak o
o d;penganﬂn oleh kebudayaan masyarakatyancr melahlrkannya Kalauke}ahlran;.j. o

fomlal maka semmlgat kebebasan selalu dﬂcaztkan orano dalam memblcarakan o o

partaz pohtzk sebagai pengendah kekuasaan

- Partai poltik sering dlanggap sebagi salah satu atribut negara demokrasi
modern, dan tidak ada seorang ahlipun dapat membantahnya, karena partai
poht;k sangat diperlukan kehadirannya bagi negara-negara yang berdaulat.

" Bagi negara-negara yang merdeka dan berdaulat eksistensi partai politik
merupakéﬁ prasyarat baik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
juga terlibat langsung dalam proses penyeleng garaan negara melalui wakll—
wa]ﬂlnya yang duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat.

_ Partai politik, senng diasosiasikan sebagal or gamsa31 perjuangan, tempat
SESeor: ang/kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam
negara. Bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik tidak harus
menggunakan kekerasan/kekuatan fisik, tetapi melalui berbagai konflik dan
persaingan baik intern partai maupun antar partai yang terjadi secaramelembaga
dalam partai politik umumnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Huszar dan Stevenson dalam bukunya
Political Science mengenukakan “Partai Politik ialah sekelompok orang yang
terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar supaya
dapat melaksanakan progam-progamnya dan menempatkan/menundukkan
anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah; partai politik berusaha untuk
memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan
pemerintah secara sah, dengan tujuan bahwa dalam pemiln memperoleh suara
mayoritas dalam badan legislatif, atau mungkin bekerja secara tidak sah/subversif
untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melalui revolusi atau
coup d’etat.

Persaingan antar partai politik merupakan bagian intergral dalam proses
politik, guna memperoleh kemenangan dala proses pemilu. Dengan suara
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3 -mayontas dalam pelmlu partai yang bersanglutan akan dapat berbuat banyak
“dalam’ mengendal:kan negara:dan pemerintahan; memperkua’c ‘dan
"mempeij uangkan ideologi partainya; mempertahankan posisi ehtnya daiam
"I<ekuasaan pemenntahan serta mereahslr tuJ uan leblh lanj ut,yaitu men gawas1
__kebgaksanaanumum S

_ Sebagannana dikatakan Carl.J. Fnedench bahwa partal poitlk adalah
_sekelompok manusia yang terorganisir secara mapan dengan tujuan untuk
- “menjamin dan mepertahanlan pennmp1n~pemnnpmnya tetap mengendahkan

o pemerintahan dan lebih jauh lagi memberikan kenntungan-keuntungan terhadap

anggota partai baik keuntungan yang bersifat materiil maupun spirituiil. -

~ " Sejarah mencatat untuk pertama kali partai politik tumbuh dan
berkembang di negara-negara Eropa Barat, merupakan suatu tahap agar
pemerintahan yang dijalankan harus berdasarkan kontitusi dan perwakilan. Hasil
pembangunan politiknya telah membatasi kekuasaan Monarchi absolut dan
perluasan hak-hak warga negara. Keberhasilan inilah yang mendorong
meluasnya gagasan bahwarakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan
serta ditkutsertakan dalam proses politik. Dan pada gilirannya menempatkan
partai politik berfungsi menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintahan,
dimana rakyat dapat menentukan pilihaniya dengan leluasa, memperjuangkan
kepentingannya, mengkritik rezim yamg memerintah, melakukan tata hubungan
politik dan lain-lain. '
Telah banyak penelitian empirts menunjukkan perspektif biar di mana
partai-partai politik dan sistem kepartainnya bisa dianalisis dan dipahami secara
lebih mendalam dalam kehidupan masa kini. Selain itu, berbagai usaha telah
dilakukan untuk menghubungkan partai-partai politik dengan lembaga-lembaga
lain dalam masyarakat, dengan berbagai kelompok yang berfujuan mengejar
kekuasaan dan pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingannya.

Dalam konteks ini masyarakat sering dipandang sebagai organisme yang
dinamis tempat berkembangnya pelbagai persaingan guna memperoleh prestisi,
status, kekuasaan perasaan aman. Kompetisi yang berkembangnya biasanya
diliputi oleh tujuan-tujuan yang ingin dicapai, bahkan membawa atribut-atribut
kelompok yang berafiliast untuk diperjuangkan kepentingannya. Kondisi konflik
dan persaingan semacam ini merupakan hal yang lumrah dan tidak bisa
dielakkan dalam kehidupan schari-hari. Telah banyak penelitian empiris
menunjukkan perspektifbaru di mana partai-partai politik bisa dianalisis dan
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Konmk Imemal Partax Sebagai Salah Sam Penyebab }\ompleksnas sttem Multzp.mal d1 Indonesxa_: :

.dlpahanusecaralebthendalam O L RPN ON e :
Kalau klta hhat ketentuanUUD 1945 tIdak duumpal kata kata parta;__

o polztzk, Thalini tidak berarti bahwa partal poiltlk tidak boleh ada/dlatur apalagi

- kaiaumenyangkutkepentmgan bangsadannegara Berdasarkanpengalaman—_f' o
' pengalamanpeﬁ{embangandemokrasdmegarak;ta dalamhubungmmyadengan S

; Pelaksanaan UUD 1945, Konsxtum RIS dan’ UUDS”SO telah tlmbul
- __'._kecenderunganuntukmenaamrkehldupankepaﬁman e

T D;hhat dan sudui: ldeologl dasar munculnya partai pohnk d} Indonesm
o pada masa pra kemerdekaan secara gans besar adaIah sebagal aktuahsam dan .

tiga ahmn atau pandanagan p{)imk yang menemul(an momentum ;ielahlrannya \

pada dekade abad ke20. Ketiga aliran itu ialah Isiam Nasionalisme, dan .
Marxzsme/Sosmhsme Aktuahsa& ain‘an Is]am muncul pertama dalam Serikat -
Isiam (SI) sebagal partai politik pertama yang bercorak nasional. Partai Serikat
Tslam sering dianggap sebagai partai pelopor dan partaiini menjadi dinamis di
bawah pimipinan H.O.S Cokroaminoto. Hal yang menarik dari SI pada penode
awal adalah mampu mengidentifikasikan dirinya dengan aspirasi politik Bumi
Putera untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada talun 1920-an dengan
kelahiran PKI, PNI, yang bercorak ideologi Marxisme dan Nasionalisme,
membawa dampak wibawa SI menurun, dan tidak mampu bersaing dengan
ideologi-ideologi modern yang berasal dari Barai dalam merebut massa rakyat.

PK1 yang lahir pada tahun 1920, dalam tempo yang relatif singkat
berkembang dengan pesat, baik di bidang organisasi maupun dalam usaha
memasyarakatkan Marxisme/Komunisme. Partai ini tidak saja berhasil
mempengaruhi massa rakyat, juga berhasil memikat kaum intelektual, terutama
dengan memperkenalkan analisa Lenin dan Bucharin tentang imperalisme sebagai
tingkat terakhir dari kapitalisme.

Bilamana pemberontakan PKT tahun 1926/1927 tidak terjadi, tidak
menutup kemungkinan PKT akan menjadi pelopor dalam perjuangan anti
kolonialisme/imperalisme. Kesalahan PKI waktu itu membuat satu perjuangan
“pemberontakan” tanpa persiapan yang matang. Periode 1927 sampai dengan
1945 aktualisasi ideologi Marxis hilang dari arena gerakan politik Indonesia.
Kondisi seperti ini, kedudukannya mampu digantikan oleh PNI sebagai partai
radikal-revolusioner dan Soekarno mampu belajar dari pengalaman dan
kelemahan SI dan PKI.
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Kalau kita perhatikan jalan pemikiran yang melandasi organisasi-
organisasi politik seperti Serikat Islam (1912), PKI(1921), PSIL(1930), PNI
(1927), Partindo, Parindra, dan kelompok-kelompok yang berdasarkan suku
I\edefahan -seperti Paguyuban Pasundan (1914), Serikat Sumatra (191 8),
_SemkatAmbon (1920), Rukun Mmahasa dan Kaum Betawi (1923) dan lain-
'1a1n ,jelas perjuangan utama mereka adalah kemerdekaan dan koiomahsme/
nnperahsme Narmum kalau dikualifikasi lebih lanjut, akan menunjukkan beraoam
. -alasan dari aliran politik Isiam Nasmnahsme dan Marxxsme dadam mehhat

' :tunmtan untuk merdeka s

Perj alanan kelndupan partai pohtik di Indonesm sering d;hadapkan pada
be1b_a02u masalah, seperti bagaimana partai politik mengorgamsir dirinya agar
terbebas dari ancaman perpecahan; bagaimana hubungan antara partai politik
denganrakyat pendukungnya; bagaimana peranan ideologi di dalam kehidupan
partai untuk memperoleh sarana materiil; serta bagaimana peranan partai politik
bagi kelancaran perputaran mesin partai.

Achmad Syafe’t Ma’arif mengkonstanti, bahwa perpecahan dalam partai
politik bukan karena perbedaan penafsiran terhadap ideclogi yang dianut, tetapi
kerena perbedaan pandangan dalam membawa ideologi itu menjadi aktual.
Hal ini menyangkut sikap terhadap pemerintah Hindia Belanda, misalnya dari
non-kooperatif ke kooperatif. Pada pokoknya sesudah PNI dibubarkan sampai
dengan kedatangan Jepang pada tahun 1942, tidak ada satu ideologi yang
dominan dalam pergerakan politik Indonesia. Sedangkan pada pendudukan
Jepang (1942-1945) seluruh kegiatan partai politik dihentikan.

Setelah proklarmasi kemerdekaan BP-KNIP terhitung mulai tanggal 30
Olktober 1945 bertindak sebagai parlemen sementara sebelum diadakan
pemilu, berkeputusan untuk membentuk partai politik dengan konsep banyak
partai (multyparty), dengan pertimbangan bahwa “berbagai pendapat yang ada
di dalam masyarakat akan tersalur secara tertib”. Hal lain yang menjadi dasar
pertimbangan adalah “bahwa partai politik akan memperkokoh perjuangan
mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan masyarakat”.,

Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November
1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Haita, jelas membawa
partai politik garis tempat berpijak yang kokoh. Isi Maktumat itu antara lain
mernuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik. Dengan partai
politik aliran paham yang ada di dalam masyarakat dapat disalurkan secara
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- teratur lﬁbﬁlmeyakmkan lagl, bempahnutwakMpendman parta1 polmk, yakm S
o :hams sudah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota-anggota badan - e
- 'perwalqianrakyatpadabulanjauuan 1946 Dengan dasarmaklumatpemenntah e

- ini, lahirlah berbagai partai pohnkdltambahpartal pohukyangtelah adapada:f“ g
' zaman pen}agahan Belanda maupun parta1 polmk pada masa pendudukaza
__Jepang

R Parlai pohtzk yang berdm se; ak dﬁceluarkannya Maklumat Pemenntah o
o tersebut dJklﬂSiﬁkasﬂcan dalam buku Kepartaian Indonesxa/terbltan Kementenan G
o _:Penerangantahun 1951 sebagalbenkut ; D N

1 Dasar Ketuhanan '
a) MaS}unn
b) Partai Sjarikat Indonesia;
¢) Pergerakan Tarbiah Islamiah;
d)} Partai Kristen Indonesia;
¢) Partai Katholik.
2. Dasarkebangsaan;
a) Partai Nasional Indonesia (PNI);
b) Persatuan Indonesia Raya (PIR);
¢) Partai Indonesia Raya (Parindra);
d) Partai Rakyat Indonesia (PRI);
e) Partai Demokrasi Rakyat (Banteng);
) Partai Rakyat Nasional (PRN);
g Partal Wanita Rakyat (PWR);
h) Partai Kebangsaan Idonesia (Parki);
1) Partai Kedaulatan Rakya (PKR);
J) Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI);
k) Tkatan Nasional Indonesia (INI);
) Partai Rakyat Jelata (PRJ);
m) Partai Tani Indonesia (PTI);
n) Wanita Demokrasi Indonesia (WDI).

3. Dasar Marxisme:
a) Partai Komunis Indonesia (PKI);
b) Partai Sosialis Indonesia;
c) Partai Murba;
d) Partai Buruh;
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) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
4. .--_Partallam»iam i T T
- a) Pariai DemokratTlonUhoa (PTDI)
g .:_:b) Partai Indonesm Nas;onal (PIN)

_ Dlsampmg i ada dua partal politik yang cukup besar pengaruhnya da}'}m
masyarakat yang belum tercantum dalam daftar di atas yakni Nahdatul Ulama

. NU) yang secara resmi berdixi sebagai partai pohtlk vang bemafaskan Islam

_tahun 1952 dan partai Tkatan Pendukung Kemerdekaan Indonesm (IPKI)
" berdasarkan kebangsaan.

Aaapun Alfian dalam mengelompokkan partai politik berdasarkan hasil
pemilu 1955 yakni;

1. Almannasionahs:
a)y PNI;
b) PRN;
c) PIR Hazarin;
d) Panndra;
e) Partai Buruh;
fy SKI;
g) PIR-Wongsonegoro.
2. Partailslam :
a) Masjumi,
by NU;
¢) PSIL;
d) Perti
3. Aliran Komumns :
ay PKi;
by SOBSI;
¢y BTI
4. Aliran Sosialis
a) PSI;
b) GTL
5. Aliran Kristen :
a) Partai Katolik;
b) Parkindo.
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~Cara lain menurutA}ﬁan dengan pengelompokkan partai politik; non-

agama Islam dan Kristen. Pe“lgelompokkan int nampaknya relevan dengan o

_ 'pemﬁaran K.H.A. Wahid Hasjim sebagai akibat dari pemerintahan diktator yang

. dﬂaksanakan oleh J epang, maka d1 daiam nega;ra klta belkembaug t1 ga aliran h

: a) Nasxonahs opportums

~b) Nasmnallsls}am dan
o c) Komums/8051ahs

Ket1ga golongan utama :mlah yang mendonnnas; kehldupan pohtlk k1ta :

melalul | partai politik. Kalau pada zaman penjajahan konflik antar golongan
dapat ditutupi dengan isu melawan penjajahan, sehingga intrik politik diantara
masing-masing golongan tidak menampilkan perpecahan intern, jalan keluarnya
dengan mendirikan partai baru yang juga mempunyai problem tersendiri dalam
menghadapi pemerintah kolonial. Tetapi dalam perkembangan berikutnya setelah
lepas dari penjajahan, nampak semakin intensifupaya menanamkan ideologi
dalam masyarakat dan masing-masing sebagai golongan politik menampakkan
identitas sebagai golongan yang memang memiliki ambisi unfuk mempertarihkan
segalanya demi mencapai tujuan dalam kekuasaan politik. ‘

- Dengan adanya anjuran dan jaminan penderian serta hak hidup partai
politik, maka tahun 1955 kita menyaksikan pertumbuhan partai politik yang
subur dengan diselingi konflik yang terkadang berbau antagonis diantara
berbagai golongan yang ada.

Salah satu ciri utama kehidupan politik masa demokrasi liberal ditandai
dengan kabinet yang berulang kali rata-rata berumur 8 bulan. Itulah resiko
multipartai yakni pertentangan yang tidak pemah berkesudahan antar elit politik
terutama golongan nasionalis dan Islam. Adapun simbul kedua golon gan itu
adalah PNI dam Masjumi. Hanya terdapat dua kabinet yang diperintah secara
berimbang antara dua golongan tersebut. Golongan lain adalah PSI, PSIT, NU,
IPKI, dan beberapa partai kecil lainnya yang ikut duduk dalam kabinet sampai
berakhimya pemilu 1955, Yang perlu dicatat bahwa masa ini nampak sekali
percaturan politik bercirikan militansi politisi sipil.

Pemilu 1955 mengangkat posisi NU dan PKI ke panggung politik dan
mendepak PSIke luar, karena partai ini sangat merosot dalam perolehan suara.
Karena tidak ada partai yang mayoritas dalam pemilu, membuka peluangnya
adanya koalisi. Kondisi semacam ini menjadi salah satu penyebab sering terjadi

121




Srovaal BEGISLAS] FHPGHESR - Vol. 5 No. 1 - Marer 2008

pergantian kabinet, dalam bahasa Orde Baru tidak mungkin menyelenggarakan
pembangunan ekonomi karena peihatlan lebih banyak ditujukan kepada
pembenahanbxdang politik: - L e

** Dengan Kkonflik yang berkepanjangan dalam tubuh badan Konstztuante
dalam merumuskan UUD yang bersifat tetap, mendorong Presiden Soek_amo
menggunakan kekuasaan ekstrakonstitusional dengan Dekritnya dan 1neiah§rkall
demokrasi terpimpin. Masa ini tampak kekuasaan Presiden Soekarno mengisap
hampir seluruh kekuasaan yang ada dzsekehlmgnya dan berakhirlah kekuasaan
partal-partm pohtlk & _ : :

- Disamping cengkraman kekuasaaa Sockamo, masa demokrasi terpimpin
d1tandaz pula oleh adanya keinginan kuat kaum militer untuk tampil dalam
gelanggang politik dan sejak itu pula muncul kesadaran untuk mengurangijumlah
partai politik, guna méngatasi berbagai gejolak politik. Dengan dikucilkannya
PNI dan Masjumi oleh Presiden Soekarno, memberikan angin segar bagi PK1
untuk berkiprah lebih leluasa dalam arena politik. g

Dalam kurun wakty 1959-1965, tampak antara Soekarno, PKI, ‘dan
TNI-AD saling bersaing, sedang partai lain kurang menumjukkan aset yang
berarti dalam percaturan politik. Dengan kelihaian PX1 dalam memobilisasi
massa sampai pelosok pedesaan dengan kader-kader yang disiapkan begitu
intensif dan militan, memberikan keyakinan padanya bahwakemenangan akan
diraihnya, manakala suatu saat dilakukan pengambil alihan kekuasaan, dengan
cara mengucilkan kekuatan TNI-AD.

Inilah malapetaka yang dikenal dengan pemberontakkan G 30S/PKI
dengan jatuhnya 7 korban perwira tinggi dan menengah TNI-AD. Dari
malapetaka ttulah segenap potensi bangsa terutama Militer, Angkatan 66 dan
umat Islam ditambah kekuatan sosial keagamaan lainnya ikut bergerak
menumpas PRI Dengan kehancuran PKI, menghantarkan militer berkiprah
dalam gelanggang politik. Kehancuran Orde Lama ditandai dengan surutnya
politisi sipil dart gelanggang politik dan naiknya peranan militer, oleh Alfian
membert istilah dengan “formal politik baru”.

Awal kebangkitan Orde Baru dalam melakukan pembenahan intitusi
politik, tetap berpandangan bahwa jumlah partai yang terlalu banyak tidak
menjamin adanya stabilitas polittk. Usaha pertama disamping memulihkan partai-
partal yang tidak secara resmi dilarang, adalah menyusun UU tentang pemilu
vang dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu. Dan pemilu
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- Konflik Internal Partai Sebagai Salah Sacs Pengebab Kompleksitas Sisiém Muiﬁpmai*éi Iﬁdomesia
yang dlrencanakan dalaksanaimn daiam waktu dekat temyata bam terlaksana :

: tahun 1971

Kalau k1ta cerman kembah perJ aianan partaz pohuk d1 Indonesza pada
] masa Orde Baru sebagal peseria pemﬂu tahun 1971 ada 10 partai pohizk e

- yakm:;

S G()}ongan Karya (Goikai)

2) Partai Nasional Indonesm (PNI)

©3) Nahdatul Uiaam(NU)

o 4) - Partai Katolik;

5)" Partai Murba; A A -

6) - Partai Syarikat Islam Indonesm (PSH)

7) - Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
8) Partai Kristen Indonesia (Parkindo); '

9} - Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan;

10) Partai Islam Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).

Hasil pemilu 1971 yang menunjukkan kemenangan Golkar, kemudian
diikuti oleh Parmusi, NU, dan PNI menunjukkan kekuatan formal partai dilthat
dari suara yang didapat dalam pemilihan. Hal inipun tidak lepas dari jasa ABRI
dalam mensukseskan pemilu pertama dalam masa Orde Baru, yakni memberi
peluang cukup leluasa bagi Golkar untuk berusaha sekuat tenaga guna
memenangkan pemilu dengan dibantu oleh pemerintah.

Dalam gelanggang percaturan politik Orde Baru, nampak hubungan
antara ABRI-teknokrat untuk memperkuat birokrasi pemerintahan demikian
kuat. Tidak jelas siapa menguasai siapa dalam menggambarkan hubungan ini,
hanya kesan umum kekuasaan ABRI lebih kuat dari teknokrat.

Dengan adanya partai mayoritas Golkar, sangat mungkin melapangkan
Jalan untuk penyederhanaan kehidupan partai secara melembaga. Melalui proses
fusi yakni partai-partai Islam seperti; NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam.
Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) tergabung menjadi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) adapun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan
gabungan dari Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI.

Dengan berfakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, maka Pemilu
1977 dan 1982 hanya tiga peserta pemilu, yakni PPP, Golkar, dan PD! dimana
masing-masing mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
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1 PPP dengan ciri ke~Islzunan dan Ideolog1 Islam
o '2 Go]kar dengan ¢ ciri kekaryaan dan keadilan 503131 e
S _3 PDI dencran ciri demokrasz kebangsaan (nasmnahsme) dan keachlan

" .;Sedang dalam Pemliu 1987 dan 1992 dengan berlakunya Undang~

L _Undang Nomor 3 Tahun 1985 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3
L _Tahun 1975), dxtetapkan agar semua parpol hanya menggunakan sammsanmya
- azas, yaitu azas Pancasila. Dengan demlkian perlombaan pengaruh. antar
_.':kontestan hany"t bemnentas; pada program kega masmg—masmg palpol : :-; ﬁ

- Di dalam sejarah polliik Indonesia, Pemilu 1999 adalah Pemily yanor

- '-dnkun oleh paling banyak peserta setelah Pemilu 1955. Ada 48 partai yang
menglkutl Pemilu 3 tahun lalu. Itu yang mengikuti Pemitu. Kalau hanya sekedar
mendaftarkan diri ke pemerintah (Departemen Kehakiman dan HAM) pada
wakiu itu ada 141, Untuk mengingat kembali partai-partai tersebut berikut ini
bisa dibaca profil masing-masing partai tersebut. Di dalamnya terdapat informasi
mengenai nama partai, ketua umum dan sekretaris jenderal, alamat, tujuan dan
asasnya, serta sejarah singkatnya.

- ~Didalam Pemilu 2004 terdaftar 24 partai politik yang berhak ikut serta
Pemilu 2004. Ke-24 parpol merupakan hasil dari proses seleksi yang cukup
panjang. Ke-24 partai ini ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah
berhasil melalui 3 tahap penyaringan. Penyaringan tahap pertama dilakukan
oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Di sini tujuan
penyaringan adalah memberikan status atau pengesahan partai politik sebagai
sebuah badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 31 Tahun 2002
Tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai politik yang dinyatakan
lulus penyaringan.

. Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi administratif oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Untuk diketahui, UU No. 12 Tahun 2003 Tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa partai
politik yang dibenarkan mengikuti Pemilu adalah partai yang sudah mendapat
pengesahan sebagai badan hukum oleh Depkeh dan HAM. Ke-50 partai yang
lutus penyaringan tersebut kemudian mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi
calon peserta Pemilu.

Sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2003, khususnya Pasal 7 —
10, yang kemudian dijabarkan di dalam Keputusan KPU Ne. 105 Tahun 2003
sebagaimana diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003, sebuah
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partai p()ht}k berhak mengikuti Pemilu apabﬁa memenuhi sejumlah persyaiatan _
- Pertama, mempunyai kepengurusan lengkap di sekurang~kurangnya 2/3 jumlah__ .
provinsi di Indonesia. Kedua, mempunym pengurus lengkap di sekurang~
kurangnya 2/3 kabupaten/kota di setiap provinsi di mana ia mempunyai "
_ 'kepengumsan Ketiga, semua kepengurusan teisebut haxus mempunyai kantor.
Keempat mempunyai anggota sekmang—kurangnyal 000 orang atau 1/1 00(} .
- _dan jumlah penduduk di setlap daerah dimanaia mempunyai pengurus. -

Pembuktla:a setiap partai yang mendaﬁarkan chn tersebut dﬁakukan melalui - '_ o

p1 oses verifikasi. Ada dua tahap verifikasi di sini. yaﬁu verifikasi administratif

dan verifikasi faktual. Hanya partai yang hihus verifikasi admini stratxf yanor bisa
mengikuti penyaringan tahap selanjutnya (verifikasi faktual).

Penyaringan tahap ketiga adalah verifikasi faktual. Pada tahap ini yang
diteliti adalah memastikan apakah benar dokumen-dokumen mengenai
kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana di dalam verifikasi administratif
tersebut mewujud di lapangan. KPU menyusun ketentuan mengenai tata cara
dan prosedur verifikasi tersebut di dalam Keputusan KPU No. 105 Tahun
2003 dan yang diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615 Tahun 2003.

Sebuah catatan perlu ditekankan di sini bahwa 6 dari partai tersebut
tidak melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU, baik administratif
maupun faktual. Sebab, keenam partai tersebut telah lulus electoral threshold
(mempunyai 2% dari jumlah kursi di DPR) di dalarn Pemilu 1999. Sedangkan
menurut UU No. 12 Tahun 2003 partai yang sudah memenuhi electoral
threshold tersebut, langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2004 apabila
mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu ke KPU. Keenam partai
tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan
Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai
Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang,

Oleh karena jurnlah partai yang mengikuti proses verifikasi ada44. Setelah
keseluruhan proses verifikasi selesai, ada 18 partai yang lulus. Ditambah dengan
6 partai yang lulus threshold, jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi
peserta Pemilu 2004 adalah 24, yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisime.
2. Partai Buruh Sosial Demokrat.
3. Partai Bulan Bintang,
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4. - Partai Merdeka ... - .

5. _-;Paﬁal PeisatuanPembangtman

.. 6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7... Partai Per himplman Indonesia Baru.

8. 'j_Parteu Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat ' ST
10 PartaaKeadﬁanDanPelsatuanlndonesm_ ~
:1__1_.5_'_Parta1 PenegakDemokra& Indonesia .~

*12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesm

1 3 . Partai Amanat Nasional

14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai _Bintaa_ig Reformasi
18. 'Pa:'r_tai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera

20. Partai Golongan Karya

21. Partai Patriot Pancasila

22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

B. Konflik Partai Politik di Era Reformasi

Kecenderungan konflik internal hingga dualisme kepemimpinan partai
politik pascakongres atau muktamar kembali terjadi. Kongres PDIP di Bali
membelah kepemimpinan PDIP menjadi dua poros kekuatan, antara DPP PDIP
Megawati di satusisi dengan GP PDIP-nya Roy BB Janis disisi lain. Muktamar
PKB di Semarang membuat dualisme kepemimpinan: Gus Dur-Muhaimin
Iskandar berhadapan dengan DPP PKB versi Alwi Shibah dan Syaifullah Yusuf
yang didukung oleh poros Kiai Langitan-Lirboyo. Sebelumnya soliditas
kepemimpinan DPP PPP juga retak oleh konflik internal antara kaukus elite
DPP pro-Silatnas (Silaturahmi Nasional) yang anti Hamzah Haz dengan yang
anti Silatnas yang pro Hamzah Haz. Fenomena kepengurusan kembar partai
politik (parpol) di Indonesia sebagai imbas konflik internal partai sebenamya
merupakan fenomena klasik dalam politik kepartaian di Indonesia.
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_ Kepengumsan kembar partaz baca -pembelahan organisasi, telah
mengakar dalam tradisi pohtlk di Indonesxa semenjak era kolomahsme hing ga .
membudaya di alam kemer dekaan masa Soekarno, Orde Baru (Orba) sampai
sekarang ini, Faktornya berbeda—beda Di jaman kolonial, terjadi akibat rivalitas

atau proses radikalisasi 1deologt seperti kasus perpecahan Syarikat Islam (SI) - |

d1 tahun 1920-an men}adl SI “mer 7 nya Semaoen dan SIf putl_h”—__nya I_-IOS; o
_T}Okroammoto Rl s i e WHILEIREE O
- Di masa Soekamo Partaa Nas;onal Indcmes1a (PNX) d1per1ntahkan s

- Soekamo untukz&shapmﬂ semangat revolusionernya, dengan akibat mantan
Wak_ﬂ PM:Hardi tergusur. Sed_an_gi{an di masa Orba, pembelahan partat
disebabkan oleh intervensi rezim berkuasa yang mencoba menghancurkan
partai-partai yang diprasangkakan membahayakan kekuasaan. PNI, yang
merupakan partai pendukung kaum Soekarnois di awal Orba di —pecah menjadi
PNIASU (Ali Sastroamidjojo-Surachman) dengan PNI Osa-Usep, dengan
maksud mencegah konsolidasi barisan pendukung Soekarnois. Pembelahan
parpol di awal berkuasanya Orde Baru yang militeristik diorientasikan untuk
memandulkan fungsi kontrol partai atas pemerintahan. Di awal 1990-an Orba
melakukan pembelahan partai pewaris simbol Soekarnois PDI, sebelah di
bawah Soetjadi yang direstui pemerintah, sebelah lagi yang pro-Megawati yang
didukung arus bawah.

Jaman Reformasi Bisa disimpulkan dalam lintasan sejarah kepartaian di
Indonesia, pembelahan (perpecahan) parpol yang menghasilkan dualisme
kepemimpinan struktural disebabkan oleh tiga faktor: Pertama, radikalisasi
ideologi. Kedua, intervensi kekuasaan dalam kerangka kepentingan de-
ideologisasi dan de-parpolisasi. Ketiga, strategi resistensi sosial partai.

Lantas bagaimana kita menempatkan realitas ini di masa reformasi?
Apakah bisa dikatakan konflik partai di era reformasi djakibatkan intervensi
‘pemerintah, atau karena proses radikalisasi ideologi, ataukah oleh sebab lain?

Sepanjang era reformasi, PPP sempat terpecah menjadi PPP Reformasi
sebelurn akhimya berganti nama menjadi PBR. Kemudian PKB pasca jatuhnya
Gus Dur dari kursi kepresidenan terbelah menjadi PKB Batutulis di bawah
komando matori Abdul Djalil dan PKB Kuningan di bawah komando Alwi
Shihab dengan dukungan Gus Dur dan para kiai (ulama) kharismatik NU.

Perpecahan juga menimpa partai-partai gurem. PDKB, partai kecil yang
sempat menempatkan tujuh kadernya di DPR (periode 1999-2004) terpecah
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‘menjadi dua sebelum resmi mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilua 2004.
PRD, partai radikal vang konszs‘ien melawan Orba, pecah belkepmmkepm I
men} jadi PDS; PRP, dsb. - : : S

Akh;mya PDIP pasca kongres Bali, Maret 2005 juga terbelah dua nlenj ad1
.PDIP dan Gerakan Pembaruan PDIP. Pepecahan ini dalam analisis sosmiogls
: dan psikologis polmk disebabkan oleh beberapa faktor: Periaima blpolamtas
- kepentingan politik yang berpengaruh terhadap harmoni partai. Bipolaritas antara
_pragmatisme yang menjangkiti kader/elite partai berhadapan dengan idealisme
yang dipegang oleh kader/elite partai yang teguh mempertahankan jiwa ideologi
dan garis konstitusional partai. Kedira, terhambatnya proses regenerasi ai\:ib_at
pola kepemimpinan yang patronatif, kharismatik, feodalistik yang menjegal
kompetisi demokratis dalam pergantian kepemimpinan partai. Karena tokoh
yang kharismatik di dalam partai masih ingin mempertahankan otoritasnya,
sementara kekuatan reformis atau dekonstruksi di jajaran kader semakin kuat
dan menuntut proses percepatan suksesi. Ini terjadi di partai-partai tradisional
vang mengandalkan ikon kepemimpinan partai yang kharismatik dan
berbasiskan loyalitas massa kepada figur pemimpin partai. Ketiga, intervensi
kekuasaan politik dan modal, yang pada umurnnya dilakukan poros kepentingan
yang merepresentasikan keinginan pernerintah untuk menumpulkan resistensi
oposisional partai terhadap kebijakan pemerintah. Intervensi modal terjadi dan
dilakukan oleh kekuatan bisnis yang menjadikan parpol sebagai kendaraan
untuk mempermudah penguasaan aset politik yang dekat relasinya dengan
sumber daya ekonomi. Intervensi modal dan intervensi kekuasaan politik ini
mendorong lahimya budaya money politics, intrik politik, politik dagang sapi
dalam arena kongres atan pouktamar partai. Muncul pertanyaan: Mengapa partai-
partai mudah sekali terbawa arus perpecahan yang menyulut lahirya dualisme
kepemimpinan?

Perpecahan di tubuh partai vang kini marak juga dipengaruhi kondisi
mternal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan partai tradisional,
yang hanya aktif dan memiliki orientasi berkompetisi dalam pemilu, yang
mengandalkan ikatan perekat antara organisasi dan dukungan massa melalui
Kkharisma ketokohan, serta yang merepresentasikan diri sebagai partai aliran.

Watak tradisionalisme kepartaian di Indonesia inilah yang menjadikan
partai gagal menjalankan fungsi normatif politik, baik dalam hal edukasi politik
massa konstituen, rekruitmen kader kepemimpinan internal dan eksternal,




. K{)Hﬂll\ Internal Panaz Sebagax Salah San: Penyebab Kompleksﬂas S:stem Mn[upartal d1 Indones:a :

. Lomumkam pohtlk serta aknﬁtas tramfonnas1 konﬂﬂc Kegagalan ﬁmgs; normatlf o
' peutal akhxmya menumbuhkan poia plkli’ dan penlaku pragmatis di antara kaukus L
' 'elne/kadel pengurus parta1 Mereka aknf di partai dengan tujuan berkanr d1 -
 parlemen dan pemerintahan, serta dalam pemahaman bersama meletakkan pariai =~
. sebagal kendaraan untuk meralh akses ke sumber daya ekonoml Sehmgga o
: akhn‘nya terj adi rlvahtas pohtlk yang tujuannya untuk bertahan atau merebut o
e .'I\epemlmpman di daiam partal i : : 3 RES

: pcmlmpm parta; membawa kepentmgan kaldms ehte—nyc,, sedangkan kaL.kus o

yang gagal menempatkan tokohnya menjadi ketua umum akan ter smgkir dan
kepengurusan partai. Berarii karir politik mereka tamat. Untuk mempertahankan
eksisiensi dan karir pohtlk, akh:rnya mereka—katﬂcus ehte/kader—yan g kalah

tcrdorong membentuk struktur tandmgan kepeno'urusan partai dengan harapan -

bisa melakukan posisi tawar sekahgus jika memenangkan pertikaian yuridis di
pengadﬂan dalam persoalan absah-tidaknya kepengumsan kembar bisa
menyeiamatkan masa depan karir pohtﬂmya :
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